
DIREKTORAT JENDEF<AL PENDIDIKAN ]SL,{M

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISIAM
NOMOR 3644 TAHUN 2Ol6

TENTANO

PENRTAPAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDI(AN DINIYAH FORMAL TINGKAT ULYA AL-FALAH

PADA PONDOK PESANTREN AL-FALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

D]REKTUR JENDERAL PENDIDII<AN ]SLAM.

bahwa dalm rmgka oeningkatkan akses
Pe.didikd Diniyah Fomd yang bemutu perlu
meEberikan kesempatan kepada masyaral{at
melalui pesdtren untuk menyelenggarakm
Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan
Peraturm penndane-unddAanr

bahwa Pondok Pesantren Al-Falah yans be.alamat
di Jalan Raya Got.i,Welahan Gang lB
R'1.11/RW.02 desa Bakalan kecamaian
Kalinyamatan kabupaten Jepara Jawa Tengah
telah me.gajukan proposal Pendiim Pendidikan
Diniyan Fomal Tingkat Ulya AlFalahl

bahwa pondok pesant.en sebagaimana dalam
hu.ui b, berdasarkan Surat Rekodendasi Kanto,
Wilayah (ementerian Agama Provinsi Jawa
Tengan Nomor ,{s. t 1.3 / 5 / PP.AO.7 1 9493 /2016
tanegal 20 April 2016, se.ta hasil veriikasi oleh
Tim Diiektorat Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesanren be.dasukan proposal Pendirim
Pendidikan Diniyah Formal yang diajukan, relah
dipmdtuB layak untuk diberikd Izin Pendnian
Pendidikan Diniyah Eormali

bahwa Direktur Jenderal Pendidikan lslam
beMenang untuk menetapkan lzin Pendirian
Pendidikan Dilvan Fomal berdasarkan
kputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam
Nomor 58Jo Teun ,20I, vntanl Pcoonant/
Pendird Perdidirrd Dini)"h "o-ra': I
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balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurut a, hurul b, huruf c, dan
hutuJ d, perlu menetapkd Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikm Islam tentang Penetapan lzin
Pendidan Pendidikan Diniyah Formal 'linskat
Ulya AI-Falan pada Fondok Pesetren Al Falah

Undog-Undang Nomor 20 Tahun 2003 rentang
sisrem Pendidikd Nasional (Lembaran Nega.a
Reoubl.k lndonrsia ^ahun 200J \oror /A
Tebah@ Lembaan Nega.a Republik lndonesia

Undang-Unddg Nomor l4 Tahun 2005 rentang
Guru dan Dosen (L€ftba.an Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Noror 157, Tambaha.
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586)i

Undmg-Undang Nomor 30 Tahun 2014 rentang
Administrasi Pemeri.tahan (lembtran Negara
RFpLblik ndoneria TM rn ,0la Nomor -o2,
Tambahd Lembaran Negara Republik Indonesia

PFrar-ar PemF nrah Nomo- 19 rahun 2005
tentang Stmdd Nasional Pendidikd (Lembdao
Negda Republik Indonesia Tahun 2O0s Nomor
4t, 'Imbahar lembaEn Neeara Republik
Indonesia NoEor 4496) sebagaimana relah
beberapa kali diubah teEkhir dengm Peraturan
Pemerintan Nomor 13 t ib 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Peoerintah
Nomor 19'tahun 2005 Tentans Stdda. Nasional
Pendidikao {Lembard Negara Republik hdonesia
Tahun 2015 Nomor 45, tmbahan lemba.an
Negda Repubiik Indonesia Nomor 5670);

Peratu.e Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidika.
ka8a@an {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 124, Tambanm Lembaran
Negda Republik Indonesia Nomor 4769)i

Perature Pemeintah Nohor 4A Tahun 200a
tentds Pendanaan Pqd'.likan G€mbaran Nesara
Republik Iodonesia 'laIE 200a Nomor 91
Tambahan Lembrs Negda Republik Indonesi; y'
Nodor4a64); /
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7. Pe.aturb Pemerirtah Nomor 74 Tahun 2OO8
tentdg Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20Oa Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negaa Republik hdo.esia Nomor
494111

L Peraturan Pemerinrah Nomor 1Z Tahun 2OlO
tentang Pengelolaa! dan Pe.yetenggaman
Pendid.ka- tlrr b.r.n NFga-a Fep rb..i Indole..a
Tahun 2010 Nomor 23,,tambahan Leobaran
Negara Repubtik Indonesia Nonor SISO)
sebagaima.a tetah diubah dengd peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tanun 2OrO renrag
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17
Tanun 2010 tenteg pengetolad dan
Penyelenggdaan pendidikan (Lemb@n NegaE
Republik Indonesia Tahu. 2olo Nomor tt2,
I-rba,hcn L-mb"rsn N-carr RFpLblik tndonesE

9. Peraturan Preside! Nomor 7 Tahun 2OtS tentang
Orgmisasi l{ementeie NegaG (Lembdan
Negaa Republik Indonesia Tahun 20r5 Nomor a)i

10 Peratuian Presiden Nomor a3 Tahun 2O1S rentang
Kehenterid Agama (Lembaran Negara Republik
Indoaesia Tahun 2015 Nomor 168)i

11. Peraturan Menterj Agama Nomor 10'rahun 2OtO
te.tang Organisasi da. Tata t<erja X€menterian
Agma {Berita Negara Republik In.lo.esia Tahun
2010 Nomor 592) sebagaimda tela]1 beb apa
kali diubah teraknt dengan peraturan Menten
Agama Nooor 16 Talun 2015 tentang perubahan
Keempat Atas Peratu.d MenteriAgama Nomor tO
Tahh 2010 tentang Orgdisasi dan Tata Ke.ja
Kementerib Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20t5 Nomo. 34a)j

12. Peraturd Mente.i Agama Nomor 13 Tahun 2Ol4
tent@g Pendidikan KeaAmaan Istam (Berira
Nesara RFDub.rk l.oonesra Ta,hrn .at4 Nonot/a24-, r'

MEMUTUSI<AN



KESATII

KEDIJA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIRE(TUR JENDERAL PENDIDI(AN
]SLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDI(AN DINIYAH FORMAL TINGXAT ULYA
AL.FAI-AI] PADA PONDO( PESANTREN AL-FALAH

Menetapkan Izin P€ndiriu Pendjdikan Dinjyan Fornal
TiEgkat Ulya Al-Ea1an pada Pondok Pesantren Al Falatl
yang beralamat di Jalan Raya Gotri-wetahm Cang lB
Rl.lI/RW.o2 Bakalo Kalinyahatm Jepara Jawa
'lengah, Akra Pendi.ian Nomor 06 ranggat 15 Aguslus
2014 dibuat oleh Farchur Rohman S,H. ]axts
berkedudukan dj Jepara serta disahkm dErsan
Kepurusr \renrFri HJI{La oen H-k A,asi ManLSia
Nomor AHU 04659.50.10.20r4 langgat 1A Aguslus
20t4.

Pendidika Diniyan Formal sebagaimana pada Dikrum
(ESATU diberike Nomor Statistik Pendidikan Diniyah
Formal ymg dicmtuhkd dalam Piagam pendirian
Pendidikan Diniyah Fomal.

setelahjaneka waktu 4 (empaq tahu! sejak Keputusan
ini ditetapko, Kepala Pendidikd Diniyah Fomd
sebasaimana pada Diktum KESATU wajib:
a, menyampaikd lapoEn perketubangan Pendidikan

Dinirah Formal tingkat Ulva kepada Direktur
Pendidikd DiniyEn dan Pondok Pesantren, Kanror
Wilayah (ementerlan Agama Provinsi, serta Kantor
Kemehterian Agama Kabupaten/rota setempar
yang demuat sekurdgnya perkembanAm jumlah
peserta didikj pelaksan@n kurikulb, pelaksanaan
Pemenuhd standa! sdda prasarana, serra
pelalsanaan pemenuhan standar pendidik dan
tenaga kependidikani

b.mensajukan pe.dartaran risitasi akreditasi
Pendidikan Diniyan Formal sesuai ketentuan
Peraturan perundang-undanga..

Dald hal perkembdgan Pendidikan Diniyah Formal
sebagaimana dalam Diktum KE-flCA dinilai meftenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan
pendidikm dan/atau hasiL akredltasi mendapatkan
peringkat minimal C, oaka lzin Pendi.im Pendidikan
Diniyah Form-l sebasa.mea dim.k"ud dqlam Dr6.Lmy'
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KESATU tetap berlaku-

Darm hal perkembdgd Pendidikan Diniyah Formal
sebasaimda dalam Dikum KETIGA dinilai tidak

KELIMA

KEENAM

penyelengg&aan pendidikan dan/atau hasil akredirasi
tidak meEdapalkd peringkat minimal C, naka lzin
P6ndiriM PendidikaE Diniyah Fomal sebagaimana

I KFpurusan ini be-lskr sejak IMEE I dite@p^an./

DireEokan di.Iskarra

A!'I{fIl[

fe-&;

fui'r$(orr:r*q


